Menimbang

Mengingat

BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
voMor + TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BARITO TIMUR
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

. 1.

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat
(6) pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana
Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002
Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Telah
Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 55358),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094},

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggaldan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(berita negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 158);
Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah
Tertinggaldan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian,
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Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
478);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2016
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,

PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Barito Timur;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otorniom;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat;

JumlahDesa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
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Menteri Dalam Negeri;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa
yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa;

10.SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran vyaitu
merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

11.SILPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berjalan, yaitu selisih antara Surplus/Defisit denggan
pembiayaan netto;

12.Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan
diterima oleh setiap desa, yang besaran perhitungannya
dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran
Dana Desa yang diterima Kabupaten Barito Timur dibagi
dengan jumlah Desa di Kabupaten Barito Timur.

13.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa,
luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa di
kabupaten Barito Timur.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Peraturan Bupati Barito Timur ini menetapkan Rincian Dana
Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito

TimurTahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan

berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan
Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan
Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Barito
Timur.



Pasal 4

Alokasi dasar tiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar tiap Kabupaten
dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan Data Jumlah Penduduk,
Angka Kemiskinan, Luas Wilayah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula padasetiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut :

w=[(0,25xZ1)+(0,35%Z2)+(0,10xZ3)+(0,30xZ4)}x(DD Kab-AD Kab)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 =rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau yang
bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau yang
bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa
Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten
Pulang Pisau yang bersangkutan.

DD Kab = Pagu Dana Desa Kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar untuk setiap Kabupaten

Pasal 7

Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan
Indeks Kesulitan Geografis Desasebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf bdisusun berdasarkan data dari Kementerian
yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang statistik.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 8
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
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Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah.

Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan rekening bank pada yang ditetapkan

oleh pemerintah daerah kabupaten Barito Timur;

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan secara bertahap:

a. tahap [ pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh
persen); dan

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
perseratus);

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati

menerima :

a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap I Tahun
Anggaran 2017;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2016;

c. Peraturan Desa Tentang Penetapan APBDesa Tahun
Anggaran 2017;

d. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun
Anggaran 2016;

e. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun
Anggaran 2017;

f. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap I tersebut
harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim
Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat) dandisampaikan
kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur paling
lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati

menerima :

a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap I Tahun
Anggaran 2017;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana
DesaTahap I Tahun Anggaran 2017,

c. Laporan realisasi penigunaan Dana Desa Tahap I Tahun
Anggaran 2017, paling sedikit 50% dari dana yang telah
disalurkan;

d. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun
Anggaran 2017,

e. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap II tersebut
harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim
Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat) dan disampaikan
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kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur paling
lambat minggu kedua bulan Juli.

(2) Format petunjuk penyaluran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
anggaran dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2017.

(4) APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (3)
merupakan APBDes yang disusun dengan menggunakan
aplikasi SISKEUDES.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masvarakat yang meliputi 20% untuk
Pemberdayaan Masyarakat dan 80% untuk Pembangunan
di Desa dan berpedoman dengan Permendesa Nomor 22
Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2017

(2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 12

(1) Belanja dana desa untuk pembangunan, ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa
sebagai berikut :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan  sarana  prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. Lingkungan pemukiman,;
2. Transportasi;

3. Energi; dan

4. Informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:
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1. Kesehatan masyarakat; dan
2. Pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembarngunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk
ketahanan pangan;

2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran; dan

3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. Penanganan bencana alam;

3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. Pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai
dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Belanja dana desa untuk Pemberdayaan Masyarakat
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa
dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya
sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara
mandiri.

Belanja dana desa untuk Pemberdayaan Masyarakat
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga
atau masyarakat desa dalam pengembangan wira usaha,
peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi
individu warga atau kelompok masyarakat dan desa,
dengan jenis-jenis kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
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perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan Desa;

Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

Pengembangan sistem informasi Desa;

Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar

di bidang pendidikan, kesehatan,pemberdayaan

perempuan dan anak, sertapemberdayaan masyarakat

marginal dananggota masyarakat Desa
penyandangdisabilitas;

f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarianlingkungan
hidup;

g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencanaalam,
penanganan bencana alam sertapenanganan kejadian
luar biasa lainnya;

h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usahaekonomi
produktif yang dikelola oleh BUMDesadan/atau
BUMDesa Bersama,

i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi olehkelompok
masyarakat, koperasi dan/ataulembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;

j. Pengembangan kerjasama antar Desa dankerjasama
Desa dengan pihak ketiga.

k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desalainnya
yang sesuai dengan analisa kebutuhanDesa dan
ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

o po o

Pasal 14

(1) Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan yaitu dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

(2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Penatausahaan;
d. Pelaporan; dan

e. Pertanggungjawaban

(3) Penatausahaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf cdilakukandengan menggunakan aplikasi
SISKEUDes.

Pasal 15
(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran
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material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Bukti sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sebagai bukti
pengeluaran atas belanja Dana Desa Tahap I dan Tahap II
disampaikan Kepada Bupati Barito TimurUp. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Barito Timur paling lambat 10 Januari 2018.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 16

Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
disampaikan oleh Bupati Barito Timur melalui DPMD dan
BPKAD Kabupaten Barito Timur kepada Menteri Keuangan
c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 17

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
berdasarkan tahapan penyaluran dan Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun
anggaran berjalan; dan

b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan desember
tahun anggaran berjalan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18
(1) Bupati Barito Timur menunda penyaluran Dana Desa
dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasall7;
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
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sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
c. terdapat wusulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana
Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I
tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilekukan sampai dengan Sisa Dana
Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah
direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di
RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa
Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih
lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana
Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa
tahap II.

(6) Bupati Barito Timur mengurangi penyaluran dana desa
dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang
mengakibatkan Sisa Dana Desayangtidak wajar.

(7) Sisa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30%
(tiga puluh per seratus) dari dana desa yang diterima Desa.

(8) APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan
APBDes yang disusun dengan pada aplikasi SISKEUDES.

Pasal 19

(1)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal :
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf a telah diterima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai
dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana
Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa
Dana Desa di RKUD.

(3)Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal20
Pemerintah  Kabupaten  wajib melaksanakan  fungsi
pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi
terhadappenggunaan Dana Desa sejak proses
perencanaan,pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pemanfaatanya.
Pasal 21

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan
pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan
kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah
kabupaten yang utama adalah melakukan sosialisasi
kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta
pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara
umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana
Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait
hal tersebut.

(3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan,serta
pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten sebagaimana
dimaksud ayat (1) di atas dilakukan sesuaimekanisme

penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD
Kabupaten Barito Timur.

Pasal22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana
DesaKabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016,
dinyatakan di cabut dan tidak berlaku

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Barito Timur ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.
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Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 26 APRIL 2017

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA AY.MEBAS

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal 2Z¢ APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

—— 7o
ESKOP ’

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR... 7



LAMPIRAN | PERATURAN BUPATL RARITO TIMUR

NOMOR : F TAHUN L01Y

TANGGAL : 2{ APRIL 200%

TENTANG: TATA CARA PEMBAGIAL, PENETAPAN RINCIAN DAV PELGEUNAAN DANA DESA KABUPATED BARITO TIMUR TAHUN ANCEARAD 200T
RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

Alokasi Berdasarkan Formula
i P Aok Dasar Jumlah Penduduk — Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah — Ralsri((:sdeks Floist Pagi Dafia Desa e,
Jumlah Rasio Jumlah Bobiot penduduk Rasio .luml.ah. HobiE Luas Ras.io Luas gebiot ol Kesilitsn BskidE Total Bohot Berdasarkan Desa
Penduduk Penduduk C Penduduk Miskin Wilayah Wilayah ) Formula
Miskin Geografis | Geografis
(16) = (6) +
) 2) (3 ) (5) f6) ) (@) (9) (10) (11) 12) (13) (14) (15) | (9)+112)+ (17) (18)=(3) + (17)
(15)
| KECAMATAN DUSUN TIMUR I N T 1 ]
1| PulauPATAl 720.442.000 6| 000s9|  0001215365) 71| 0011097218] 000388403 | 182,6311| 0,049653448 |00049653] 43322887 0010 | o003  o013| 79.465.894 | 799.908.000
2 | samapar 1 720442000 66|  opo71| 0,00177046| 38| 0005939356|  0,002078775| 80,19967| 0021804558 0,0021805| 30,276014 21| o008 | 40414487  769.856.000 |
3 | maeants | 720442000 1303  0p1s2|  0,00380678] 000098468 | 9043871  0,024588333| 0,0024588| 40,142224|  0010|  eoo9sossa|  781.422.000
4 AAR 720.442.000 2566 ~_0,007496699| o 06377 0001422319| 4509409  0,01226011| 0,001226 25,650612 0,012 72565253 |  793.007.000
s | wmAtABU | 720442000 2301| 0006985427 50| 0007814942]  000273523| 30,06273| 0,008173407| 0,0008173 35193135 0013 | 78951011 |  799.393.000 |
6 | borone | 720.442.000 064 4| 000310853 2| 0003438575 0001203501 2505227 0,006811173| 0,0006811 488047| 0011 | 00033 0008 | 50844.456 771.286.000 |
7 | oo sof 0,069 0,001726636 28| 0004376368|  0001531729| 2324851 0,006320768| 0,0006321| 30,163233| 0009 | 00027|  0007|  40.091.128|  760.533.000
8 | kamanGlAnGT - 786 00002| 0002296339 33| o00sis7se2] 0001805252 2329862  0,00633439| 0,0006334| 37,343833 0009 | 00026| 0007 | 44478474  764.920.000 |
) HARINGEN 77711 00091 | 0002270045 107]  0016723976|  0005853392| 2855050 0,007764737| 0,0007765| 48667215 0011 | 00033| 0012 74.600569 | 795.043.000
10 JAWETEN . i 1/71 o Uudus | 0,005191595 01]  0p14222105)  0004978118| 26,18464 0,007119038| 0,0007119| 22,041194 0,005 | 0,0015 0,012 75.545.753 795.98&00(]__
1| wataRaH T 7&{{4@99 726 ogoss| 0002115203 57| 000890903a|  0003118162| 4500400|  001226011| 0,001226 35659759 0008 | 00024 0009 | 54284904 |
2 | maracur | 720442000 631 00074 | 0001843498 0,003282276| 001148796| 4509400  001226011| 0,001226| 46,119051 0011 | 00032|  0007|  aa998352|  765.440. oaoi
13 | MANGKARAP | 720442000 48| 00053 | 0001326384 a1|  o000s408253|  0002242888| 4500409  001226011| 0001226| 50,109397 0,011 | 0,0034 0,008 | 50.183.964 | 770.626.000
14 | Guwmea 1 poas2000 1132 00132 0003307195 68| o00w0e28321] 0003719912 4500400 '0,01226011| 0,001226| 42,704066| 0,010 | 0,0029)| 0,011 68164435 | 788.606.000
15 | Ssumur | 720.442.000 765\ 00089 |  0,002234986| 10| 00015629088|  0000547046| 20,04182|  0,005448938| 0,0005449| 31294528 0,007 0002|0005 33365746 | 753.808.000 |
16 | HARARA | j0as2000| 28| 00015 | 0000365194 6| o000037793| 0,001867| 62,612805 0014 | 00043] 0007 41790.078 | 762.232.000 |
- | nsronmese| e8| ogss2| 004706033 6 | 0,223989494 0,0223989| 639,10 0146 | 00a3|  0151| 919725019 |  12.446.795.000
S I R N A | I I NN R o - N I
I | KECAMATAN BENUA LIMIA I - . | e |
L kawoms  }  j0ee2000 o1l 00163 | 0004063877 “0001641138] 6,012546]  0,001634681 | 0,0001635 43983042 54163758 | 774.606.000 |
2 BANYULANDAS | 720,442,000 67|  ooos1| 0001773381 B 000875274| 10,02091|  0,002724469| 0,0002724| 33,449232 31.493.090 | 752.235.000
3 | masoxk | 720442000 | : 1723 7 | 0001859956| 6313173 0,017164155| 0,0017164| 23,666888| 0005 | 00016 0,007 42203443 | 762.645.000 |
4 BAMBAN 720442000 wa| ooozgsggg ss|  0008s96436] 0003008753 45,00400|  001226011| 0001226| 44,681264| 0,010 | 00031 0010 62.679.666 783.122.000 |
5 EwaHpUPLH | 720.442.000 1146 ' 0,003348097 | 6a|  0010003126|  0003501094| 59,12337| 0,016074367| 0,0016074| 40,989686 0,011 789.130.000
6 | GUDANGSENG 720.442.000 | 0000327214 12| 0001875586|  0,000656455| 1503136 0,004086703| 0,0004087| 40,5905L1 K 0,004 25.460.832 746.126.000
- 4322652000 | 4867 0014219186 211 |  0,032979056 0,01154267| 198,41 | 0,053944486| 0,0053944| 227,36 0,052 | 0,0156| 0,087 284.988.802 4.607.864.000
i | KECAMATAN PATANGKEPTUTUI| | | L - R ] 1 - -
1| pulaupADANG | 20.482.000 4| ~0,001279639) 3| ooos3aser|  0001859956| 1002001 0 002724469 00002724 33,784444 | 0008 | 00023 0006 ) 755.368.000
2 | kAmBION | n0442000 aso| ~ 0,001314698| ol oovdoeeo| 0000492341 £016728) ,002179575| 0,000218| 37,638423| 0,009 | 0,0026 0,005 28.082.702 748.525.000
3 Ramania | 720.442.000 a61| B N 013 I ~ 0001039387| 7014637 0,001907128| 0,0001907 48,006898| 0011 | 00033|  0006| 35782848 |  756.225.000
4 BenTOT | 720482000 | 2603 00304 000760479 gi|  ooiee0208|  0004431072| 51,10664| 0,013894792| 0,0013895| 37,067603 0,008 0,016 97334657 | 7.000 |
5 ) | 720442.000 w40 00122| 0003038413 o ooomoees|  0,000492341| 2906064  0,0079009| %9/90_1{ as,954618] 0,010 0,007 45.136.473 765.578.000 |
6 -\ 70442000 a5 00087 | 0002176555 31| oovasss2ea|  opoieossaz asissos| 7| 61214851 0,014 0,009 56.685.910 777.128.000 |
7 | sEtanenaoNG | 720.442.000 318 00037| 0000929053 al 51172 000131201| 8016728|  0,002179 46,962186 0,011 0006 |  34632721|  755.075.000
8 _MAWANI ] 1720.442.000 | 652 00076 | 0,001904851 43) 000672085 099_2_3&2([2}‘ 27,99669 oolﬂ;g.)g 00002612 68,34336| 0,016 | 0,0047| 0010| 59168417 |  779.610.000
9 | neo | 720442000 48| 00057 | 0,001425717| 33]  0005157862|  0001805252| 29,06064|  0,00790096| 0,0007901| 65,765368| 0,015 | 0009 |  772.454.000
0 | wa | joaa2000| 080} 0016| 0003185275 3| ooo0a6sso7|  0000164114| 32,06691| 0,008718301| 0,0008718| 45852619 0,010 | 0,007 765.164.000
7.204.420.000 8275 0,0967 0,024175831 286 0,044701469 0,015645514| 247,52 | 0,067294385| 0,0067294| 489,59 0,112 | 0,0336 0,080 488.482,968 7.692.904.000




Alokasi Berdasarkan Formula
Nama Desa Alokasi Dasar AR 2eniut Jumlah S s S Indeks Ra:i(cflndeks Aolasi PagirDanatiesa:pery
Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Luas Rasio Luas 2 . Total Bobot Berdasarkan Desa
= o Bobot Penduduk . Bobot - . Bobot Kesulitan Kesulitan Bobot
P F o Penduduk Miskin Wilayah wilayah ) ) Formula
Miskin Geografis | Geografis
(16) = (6) +
{2) (3 14) (5) (6) (7) 8) (9) (10) {11) (12) (13) (14) (15) | (9)+(12)+ (17) (18)=(3) +(17)
(15)
v _KECAMATAN AWANG o B B - 1 [ [ N | | e - R
1| JANAHJARL -  720.442.000 719 00084 | 0,002100595| s7] 0008900034 |0,003118162| 21,04391|  0,005721385| 0,0005721| 45,704703 0010 | 0,0031 0,009 54.410.776 774.853.000 |
2 o 720.442.000 | 652 _0,001904851] 6| 0000937793  0000328228| 22,046 (0,005993832| 0,0005994| 42,093426] 0,010 | 0,0029 0006 |  34.867.554 755.310.000
3 HAYAPING N 720.442.000 | 1653 ~0,004829323 66| 0,010315724|  0003610503| 23,04809|  0,006266279| 0,0006266| 42,139719 0,010 | 0,0029 0012| 72886114 793.328.000
4 TANGKAN 720442000 524 _0,001530892 as| 7033448 0,002461707| 23,04809|  0,006266279| 0,0006266| 44,835404 0010|0003t  0008| 46905375 767.347.000 |
5 | WUNGKURNANAKAN | 720.442.000 | 433 _0,001265031 16| 0002500781 0,000875274| 14,02927|  0,003814256| 0,0003814| 58541537 0,013 | 0,004 0,007 30.851.651 |
6 | AMPARI | 720442000 | 427 0,001247502 2 0,000312598|  0,000109409| 14,53032|  0,00395048| 95| 58,808265| 0,013 | 0,004 0,006 35.308.697
7 APARBATU | 70442000 | 625 0,001825969 | 51| 0007971241|  0002789934| 41,08573| 0,011170323| 0001117 47,455521] 0,011 | 0,0033 0009 | 54.789.630 |
8 | BWAN ] 720.442.000 337 0,000984563 14| o002188184)  0,000765864| 10,02091| 0,002724469| 0,0002724| 57,207853| 0,013 | 0,0039| 0006 |  36.253.167
9 JANAHMANSIWUL | 720.442.000 500 0,001460775| 32| 0005001563|  0001750547| 10,02091| 0,002724469| 0,0002724| 47,042248 0,011 | 0,0032 0,007 40.907.052 761.349. oou
10 | DANAU T 720442000 | 395 ~0,001154012 38| 0005939356|  0,002078775| 10,02091| 0,002724469| 0,0002724| 52,816906 0,012 | 0,0036 0,007 43,452,695 | 763.895.000 |
11| PIANGGU /20442000 | 250 0,000730388 39| 0006095655|  0002133479| 14,53032| 000395048 0,000395| €5374753 0015 | 0,0045 0,008 47.202.612 767.645.000
- 7.924.862.000 | 6515 ©0,019033902| 366 | 0,057205377 0,020021882| 203,42 |  0,055306721 0,0055307|  562,1 0,129 oLsssT I 0,083 506.835.322 8.431.699.000
V_| KECAMATANDUSUNTENGAH | B - I I P N | I I - - SR
1 | sANG - ~ 720.442.000 7t 091 | 0002267123 58| 0,024695217|  0,008643326| 29,06064]  0,00790096| 0,0007901| 26,720923| 0,006 | 0,0018| 0,014 82.494.452 802.936.000 |
2 RODOK o | 720.442.000 | 0004873146 541 0,084557674 0,029595186| 24,35081|  0,0662046| 0,000662| 36,367289 0,008 | 0,0025| 0,038 229.553.559 949.996.000 |
3 AMPAHI | 720.442.000 0001720793 101] 0,029853079 0,010448578| 7,014637| 0,001907128| 0,0001907| 44,520558| 0,010 0,015 93.957.983 814.400.000 |
4 PUTAI ~720.442.000 | ~ 0,006053453 199 0,03110347]  0010886214| 10,02091| 0,002724469| 0,0002724| 39,749453 0,009 | 0,0027] 0020 121.538.309 841.980.000
5 | netamen 720442000 ~ 0,003800937 as| 0007033448| 0002461707 1052196 | 0,028606924 0,0028607| 33, 764447 | o008 " omi|  69.730.527 790.173.000
6 | SUMBER GARUNGGUNG _ 720.442.000 ~ 0,004356032 85| 0,013285402| 0,004649891| 25,75374|  0,00/00L885| U,UU0/0UL| 36,512272 0,008 0,012 74.348.251 794.790.000
7| MUARA AWANG | ;oamooo] ) K | oopo2728ss| 53 g_,, 0,008283839|  0002899344| 120,2509|  0,032693628| 0,0032694| 51,560046 0012 0,012 75.759.566 796.202.000 |
S 5.043.094.000 | 8.829 01032 |  0,02579437| 1272  0,198812129 0,069584245| 321,67 |  0,087455455| 0,0087455| 269,49 | 0,062 0,123 747.382.646 5.790.477.000
s - —— S— e —s — ST — === PRI, SRS _— - s
Vi PEMATANG KARAU o .‘}.___N I | N R o I
1 | MUARAPLANTAU 720.442.000 1705 0,0199 0,004981244] 203| 0,045795561 0,016028446| 172,3596|  0,046860867| 0,0046861| 49,009173 001100034  0029| 177122503 | 897.565.000
2 keta | 720.442.000 | 1218 0,0142 0,003558449)| 2370 0,037042826]  0012964989| 43,08991|  0,011715217| 0,0011715| 43,475911 0,010 | 0,003 0021|  126.039.788 846.482.000
3 KUPANG BERSIH T 720442.000 1127 00132 |  0,003292587] 3271 o 0511097'27}> 0,017888403| 52,10873|  0,014167239| 0,0014167| 55384345 0013 | 00038] 0026  160.904.235|  881.346.000 |
4 TUYAU - | 720.442.000 | e 00201'  0,005013381| 100 0,015620884|  0,00547046| 16,03346|  0,00435915| 0,0004359| 39,525152| 0,009 | 0,0027| 0014 | 83.089.540 803.532.000
5 | PINANG UNGGAL | 720442000 405 00047 | 0001183228 17 0,00265708 10,000929978| 42,08782|  0,01144277| 0,0011443| 5/,534126 0013 (00039  0007| 43915147 |  764.357.000
6 NAGALEAH | 720.442.000 682 10,0080 ~0,001992497 aa] 0006877149|  0002407002| 21,04391|  0,005721385| 0,0005721| 51,884134 0,012 | 0,0036| 0,009 52.001.078 _ 772.443.000
7 LAMPEONG B  720.442.000 966 o013 | 0,002822218 143] 0022350735 0,007822757| 42,08782| 001144277 0,0011443| 30,323449 0007 | 0,0021]  0014|  84.541.640 | 804.984.000
8 | BARARAWA | 720482000 689 00081 |  0,002012948 208]  0,032510159)  0011378556| 12,02509|  0,003269363| 0,0003269| 43,122373 0,010 | 0,003 0,01/ 101.653.141 822.095.000
9 | BAMBUWUNG | 720.442.000 2085) 00284 |  0,006094354) 273| 0042669584 0014934354 91,19028|  0,024792668| 0,0024793 26,387226 0,006 | 0,0018 0,025 154.326.912 | 874.769.000
10 | LEBO o 720.442.000 658 00077 | 000192238 99|  0015473585|  0005415755| 3807946 0,010352982| 0,0010353| 41,405254 0009 | 0,0028] 0011 68.354.683 ~ 788.797.000 |
11 | MURUDUYUNG  720.442.000 | 269 00031 0000785897 a3 0,00672085 0,002352298| 26,05437|  0,007083619| 0,0007084| 43,788228] 0010 | 0003| 0007 |  41.757.674 762.200.000
12 | TUMPUNGULUNG 720.442.000 837 00098 | 0,002445338| 97| 0,015160988 0005306346 12,02509|  0,003269363 | 0,0003269| 40,431428| 0,009 | 0,0028 0,011 66.150.424 | 786.592.000 |
13 | SUMBERREIO 720.442.000 747 00087 | 0002182398) 4| 0006877149 0,002407002| 12,02509|  0,003269363| 0,0003269| 42,389078| 0010 | 0,0020] 0008 | 47693414 | 768135000
e ~9.365.746.000 13.105 | 0,1531 0,03828692|  1.925 |  0,300875274]  0,105306346| 58021 | 0,157746755| 0,0157747| 564,66 0,129 | 0,0387 0,198 1.207.550.178 | 10.573.297.000
Vi | KecAMATANPAWEPAT | [ e - ni O
1 JURUBANU | 70.442.000 e 00051 |  0,001267953| 28| 0004376368 0,001531729| 1443011  0,039232354| 0,0039232| 56,243773| 0,013 | 0,0039] 0011  64.749.957 785.192.000
2 TELANGBARU 720.442.000 1370 00160 7 0,004002524 42 A 6564551  0,002297593| 56,36762|  0,015325138| 0,0015325| 43,382823| 0010 | 0003|  00I1] 65885 5.197 | 786.327.000 |
3 | rtAampulanG  720.442.000 529 0,0062 0,0015455 65 0, 010159425 | 0003555799 61,12755|  0,016619261| 0,0016619| 45,993026 0,011 | 0,0032 0,010 60.458.166 780.900.000
4 TELANG | 720442000 239 00028 |  0,000698251 11 0001719287 0,000601751| 17,9087 0,046738265| 0,0046738 43,733823 0010 | 0003]  ©0009| 54701670 775.144.000
5 MAPE | 720442000 194 0,0023 ~ 0,000566781] 37| 0,005783057|  0,00202407| 12,27561| 0,003337474| 0,0003337| 52,818394 0012 | 0,0036] 0,007 | 39.914.062 760.356.000 |
6 MURUTUWU  720.442.000 659 00077  0,001925302 20 | 0001094092| 64,13382| 0,017436602| 0,0017437| 40,042797 0,009 | 0,0027| 0,008 | 45.777.930 766.220.000
7 BALAWA s 720.442.000 934  00109| 0002728728 a6 0o 0,002516411| 110,4805|  0,030037271| 0,0030037| 47,877554| 0011 | 0,0033| 0,012 70301929 | 790.744.000 |
8 | KALINAPU - 27 o0027| 00663192 10| 0001562988|  0000547046| 20,04182| 0,005448938| 0,0005449| 61,940729| 0014 | 0,0042 0,006 36.600.310 757.042.000
9 | SIONG 7 0 1586 00185  00046335/9] 8| 0001250391  0000437637| 2505227| 0,006811173| 0,0006811| 56,735655| 0,013 | 0,003 0,010 58.788.567 779.231.000
| 6.483.978.000 6172 00721 |  0,01803181 267 0,041731791 0,014606127| 665,69 |  0,180986475| 0,0180986| 449,37 0,103 | 0,0308| 0,082 497.177.787 6.981.156.000




Alokasi Berdasarkan Formula

T e :
No Nama Desa Alokasi Dasar Bimeh s Jumlah AIRLE e B Indeks Ra:'i(oGlndeks Rk Pagu Dana Desa per|
Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Luas Rasio Luas i Total Bobot Berdasarkan Desa
R = Bobot Penduduk S Bobot ) v Bobot Kesulitan Kesulitan | Bobot
P P - Penduduk Miskin Wilayah wilayah . 3 Formula
Miskin Geografis | Geografis
(16) = (6) +
(1) (2) (3) (4) (5) (6 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) | (9)+(12) + (17) (18)=(3) +(17)
(15)
it KECAMATAN RAREN BATUAH | S o ~ R o I
1| PUR R 720.442.000 1165 00136 | 0003403606 70| 0010940919  0003829322| 2505227| 0,006811173| 0,0006811 732,702894 0007 | 0,0022| 0010 | 782357.000 |
2 LENGGANG | 720442000 1054 00123|  0,003079314] 21| 0,003282276 0,001148796| 36,07527|  0,009808088| 0,0009808| 27,638393 0,006 | 0,0019| 0,007 ~ 763.751.000 |
3 BATUAH I 1 _720.442.000 791 0,0092 0,002310946| 71| 0011097218 0003884026| 21,9959| 0,005080209| 0,000598| 3844545\ 0009 | 0,0026 0,009 | | 777.925.000 |
4 UNSUM | /20442.000 | 1319  op1sa| 0,003853525 2| 0,00406377 0001422319| 22,51698|  0,006121882| 0,0006122| 29,618892| 0007 | 0,002| 0008 | 48276227 |  768.718.000 |
5 BARUYAN ~ 720.442.000 590 0,0069 0,001723715 50 0,007814942 “0,00273523| 38,07946|  0,010352982 0,0010353| 30,751321 0,007 | 0,0021| 0,008 46349437 | 766.791.000 |
6 TURAN AMIS ~720.442.000 758 00089 |  0,002214535| 67| 0010472023|  0,003665208| 8547836| 0,002323972 10,0002324 | 46,289501 0,011 | 0,0032] 0,009 56.613.468 777.055.000
7 MALINTUT 720.442.000 | 664 ~ o0078| 000193991 42| 0006564551|  0,002297593| 8116937| 00022068 7| 46,132988 0011 | 0,0032| 0008 46.466.357 766.908.000
8 | TANGKUM | 720.442.000 | s47| 00076 | 0001890243 43| 000672085|  0002352298| 9,018819|  0,002452022 42,242752 0,010 | 0,0029 0,007 45.019.739 | 765.462.000
9 SIBUNG | 720442000 1146 00134 | 0003348097 97| 0,015160988]  0,005306346| 16,98544| 0,004617975| 0,0004618| 37,977438 0,009 | 0,0026] 0,012 71.449.030 791.891.000 |
I 6483978000 | 8134|0005 0,023763892 487 0,076117537 0026641138 186,39 |  0,050675123| 0,0050675| 331,80 0,076 | 0,0228] 0078  476:881.598 |  6.960.858.000 |
X KECAMATAN PAKU - ] B - i o - N el - ]
1 TAMPA 720.442.000 1267 00148| 0003701605 84| 0013120103|  0,004595186| 25,05227 | o,0068111/3| 0,0006811| 26,328833] 0006 0,0018 0,011 65.734.697 786.177.000 |
2 | KALAMUS - 720.442.000 1582 00185  0,004621893 111] 0017349172 0,00607221| 40,08364| 0,010897876| 0,0010898| 44,165298 0010 | 0,003 0015 90,297,246 810.739.000
3 SIMPANG BANGKUANG 720.442.000 s 0,0070 | 0,001750009 17| 0,00265708|  0,000920978| 29,06064|  0,00790096| 0,0007901| 35,76312 0,008 | 0,0025| 0,006 36.107.002 ~756.549.000
4 PATUNG | 720442000 | 811 00095 |  0,002369377 7 0,001094092|  0,000382932| 25,05227| 0006811| 24,513794 0,006 | 0,0017 0,005 |  31.179.A02 751.621.000
5 | RUNGGURAYA 720.442.000 | 771 00090 |  0,002252515 29| 0,004532666|  0,001586433| 28,05855 | 0,0007629| 51,073455] 0,012 | 0,0035 0,008 49.407.732 | 769.850.000
6 BANTAI NAPU o 481 00056 |  0,001405266 5| 0,000781494 0,000273523| 7,014637 0,0001907| 46,918796| 0,011 | 0,0032| 0005 | 31015685 |  751.458.000 |
7 TARINSING  /20.442.000 | wel  oomno ~ 0.0004908? 3l 0,000468897 0,000164114| 8,016728 0,000218| 48991578| 0011 | 0,0034] 0,004 25807847 | 746.250.000
8 PAKUBETO 720.442.000 | 457 ~ 00053|  0,001335149)| 24| 0003751172 0,00131291) 23,04809 0 | socroael Tnmal oonal 0007 44498853 | 764.941.000 |
9 GANDRUNG o 720.442.000 498 00058 | 0,001454932| 74| 0,011566114|  0,00404814| 44,002 | 0,0011988| 47,111595 0,011 | 0,0032| 0,010 60.551.741 780.994.000
10 | PANGKAN B | 720442000 769 00090 | 0,002246672 87| 0013597999  0,0047593| 26,05437 0,0007084| 56,237679 0,013 | 0,0039 0,012 70.539.672 790.9g:0_00j
11 | KUPANG BARU 720442000 | 63t| 00074 |  0,001843498 32| 0,005001563|  0,001750547| 9,018819| 2| 0,0002452| 38,032777| 0,009 | 0,0026| 0,006 39.306.348 759.748.000 |
12 | LoAUIAWUK 720,442,000 | 459 0,0054 0,001340992 1] 0,002188184] 0000765864 8016728| 0,002179575| 0,000218| 52,932421 0012 | 0,0036 0006 | 36305767 ~ 756.748.000 |
- ~ 8.645.304.000 8.493 | 00993 |  0,024812729 487 0,076117537 0,026641138| 272,57 | 0,074105557| 0,0074106| 530,75 0,121 | 0,0364 0095 |  580751.792 |  9.226.057.000 |
X__|  KECAMATAN KARUSEN JANANG | I . N I 0 I | I R
1 pavu | 720442000 1583 0018 | 0004624814 15| 0022663332|  0007932166| 73,15264| 0,019888624| 0,0019889 23479737 0,005 | 0,0016 0,016 98.482.543 | 818.925.000 |
2 WURAN 720.442.000 1363 00159 | 0,003982073 19| 0018599562 0,006509847| 20,04182| 0,005448938| 0,0005449| 42,160224| 0,010 | 0,0029 0014 | 84904985 |  805.347.000
3 1PUMEA - 720.442.000 504 00059 | 0,001472461 31| 0,004845264 0001695842 27,05646| _ 0,007356066 0,0007356| 55,523237| 0,013 | 0,0038 0,008 47.014.536 767.457.000
4 LAGAN | 72044200 | 528 0,0062 0,001542579 35 0,00547046 0001914661| 14,02027|  0,003814256| 0,0003814| 45,100012 0,010 | 0,0031] 0,007 42.258.124 ~ 762.700.000 |
5 PUTUT TAWULUH | 720.442.000 206 0,0024 0,000601839| 39| 0,006095655 0,002133479| 15,03136|  0,004086703| 0,0004087| 64,931142 0,015 | 0,0045 0008 | 46316577 _766.759.000
6 SIMPANG NANENG 720.442.000 572 00067 | 0,001671127| 19] 0,002969678 0001039387 14,02927|  0,003814256| 0,0003814| 35,815771 0,008 | 0,0025 0,006 33.824.054 | 754.266.000 |
7 | KANDRIS ~ 720.442.000 317 00037 | 0,000926132| 2 0,003438575| 0001203501 15,03136|  0,004086703 | 0,0004087| 41,693008 0,010 | 0,0029 0005 | 32907070 | 753.123.000 |
- 5043094000 | 5073 | 00593 | 0,014821026| 410 |  0,064082526 0,022428884| 178,37 |  0,048495548| 0,0048496| 308,70 0,071 | 0,0212 0,063 |  385.707.889 5.428.577.000 |
72.044.200.000 85.571 1 0,25 6398 1 0,35  3.678 1 0,1 4373 1 03 1| 6.095.484.000 78.139.684.000
Kontrol Penghitungan Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten Barito
T 78.139.684.000 | | p p—_—
Pagu Alokasi Dasar (90%) 72.044.200.000 |(d) AK 35% | (h)
Pagu Bagian Formula {10%) 6.095.484.000 (e) LW 10% | (i)
Jumlah Desa 100 |(f) IKG 30%) ()

TAMIANG LAYANG, 2(» APRLL 2017

BUPATI BARITO TIMUR

AMPERA A.Y
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Lampiran I} : Peraturan Bupati Barito Timur
Nomeor : F Tahun 2017
Tanggal 2k APRIL 2017
Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGGUNAAN DANA DESA (DD) KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2017.
PEDOMAN UMUM

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

LATAR BELAKANG

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) memberi angin segar bagi
pemerintah desa dimana didalam undang-undang desa tersebut menyebutkan
bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa
Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya
yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan
Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan
Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, Undang-Undang
Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur
danmengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan
Desa sebagai unit pemerintahan . Kewenangan Desa diatur berdasarkan
aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa. Berjalannya penggabungan fungsi
Desa sebagai subyek hukum danDesa sebagai unit pemerintahan dapat
ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu.
Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa
Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.Pengaturan Pasal 5 dalam
Undang-Undang Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas
yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu
sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena
Desa sejatinya komunitasyang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh Undang-undang Desa untuk dikelola secara

demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan
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anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola
pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa
sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat.
Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di
Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang
diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh
Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan
demikian, Undang-undang Desa memandatkan penggabungan demokrasi
perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan
anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan
dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata
Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi
manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPDdan seluruh
masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang
Demokratis.Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017
sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timurdan Desa untuk
mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan

Tata Kelola Desa yang Demokratis.

II. PENETAPAN PENGGUNAAN

Undang-undang Desa juga memandatkan bahwa Pemerintah Desa
menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.Perencanaan
Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa).Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan
Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa.RPJM Desa dan
RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa).Dana Desa merupakan salah satu sumber
pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan
Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai
dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Kegiatan-kegiatan yang
dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB
Desa. Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang

pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal
yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana
Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat
Undang-undang Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa
membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa.Daftar
kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar
oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan
Desa melalui Peraturan Desa.

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana
Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan
BPD.BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan
Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar
dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa
tentang APBDesa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam
penyusunan Peraturan Desa.Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan
Desa tentang APBDesa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum
dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya,
pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKPDesa dan APBDesa yang
bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati.
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URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada
urusan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Penggunaan Dana Desa telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan
Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah
dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana
Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa yang dimandatkan Undang Undang Desa.

A. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBEANGUNAN DESA.

Undang-undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa
adalahmeningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusiaserta  penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan
pembangunan Desa yang dapatdibiayai Dana Desa adalah sebagai
berikut:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana Desa seperti :
a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir
miskin;

2) Selokan;

3) Tempat pembuangan sampabh;

4) Gerobak sampah;

5) Kendaraan pengangkut sampah,;

6) Mesin pengolah sampah; dan
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7) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana transportasi, antara lain:

1) Tambatan perahu;

2) Jalan pemukiman;

3) Jalan poros Desa;

4) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian,;

5) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

6) Jembatan Desa;

7) Gorong-gorong;

8) Terminal Desa; dan

9) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana energi, antara lain:

1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

2) Pembangkit listrik tenaga diesel,

3) Pembangkit listrik tenaga matahari;

4) Instalasi biogas;

5) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan

6) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1) Jaringan internet untuk warga Desa;

2) Website Desa;

3) Peralatan pengeras suara (loudspeaker);

4) Telepon umum;

5) Radio Single Side Band (SSB); dan

6) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.
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2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana kesehatan, antara lain:

1)
2)

Air bersih berskala Desa;

Sanitasi lingkungan;

Jambanisasi;

Mandi, cuci, kakus (MCK);

Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
Alat bantu penyandang disabilitas;

Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
Balai pengobatan;

Posyandu; dan

10) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1)
2)
3)
4)
o)
6)
7)
8)
i)

9)

Taman bacaan masyarakat;

Bangunan PAUD;

Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
Wahana permainan anak di PAUD;

Taman belajar keagamaan,;

Bangunan perpustakaan Desa;

Buku/bahan bacaan;

Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
Sanggar seni;

Film dokumenter;

10) Peralatan kesenian; dan

11) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana usaha ekonomi Desa.

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan

pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
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1) Bendungan berskala kecil;

2) Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem
pengairan,;

3) Irigasi Desa;

4) Percetakan lahan pertanian;

5) Kolam ikan;

6) Kapal penangkap ikan,;

7) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

8) Tambak garam;

9) Kandang ternak;

10) Mesin pakan ternak;

11) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

12) Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu

Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah,
jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

2) Lumbung Desa;

3) Gudang pendingin (cold storage); dan

4) Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada

kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Mesin jahit;

2) Peralatan bengkel kendaraarn bermotor;

3) Mesin bubut untuk mebeler; dan

4) Sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu

Desa satu produk unggulan, antara lain:
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1) Pasar Desa;

2) Pasar sayur;

3) Pasar hewan;

4) Tempat pelelangan ikan;

S) Toko online;

6) Gudang barang; dan

7) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

1) Pondok wisata;

2) Panggung hiburan;

3) Kios cenderamata;

4) Kios warung makan;

5) Wahana permainan anak;

6) Wahana permainan outbound,

7) Taman rekreasi;

8) Tempat penjualan tiket;

9) Rumah penginapan;

10) Angkutan wisata; dan

11) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan

ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk

unggulan, antara lain:

1) Penggilingan padi,

2) Peraut kelapa;

3) Penepung biji-bijian;

4) Pencacah pakan ternak;

S5) Sangrai kopi;

6) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;

7) Pompa air;

8) Traktor mini; dan
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9) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a. Pembuatan terasering;

b. Kolam untuk mata air;

c. Plesengan sungai;
Pencegahan abrasi pantai; dan

€. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian
luar biasa lainnya yang meliputi:

a. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

b. Pembangunan gedung pengungsian;

c. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam,;

d. Rehabilitasi dan rekonstruks: lingkungan perumahan yang
terkena

Bencana alam; dan

P

Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya
sesuai
g. Dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan

dalam

h. Musyawarah Desa.

B. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan
masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam
melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola
Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat,
serta kesatuan tata ekonomi danlingkungan. Pemberdayaan Masyarakat
Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
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pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara

lain:

1)
2)
3)

Penyediaan air bersih;

Pelayanan kesehatan lingkungan;

Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita
dan anak sekolah;

Pengelolaan balai pengobatan Desa;

Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
Pengobatan untuk lansia;

Fasilitasi keluarga berencana;

Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

antara lain:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

Bantuan insentif guru PAUD;

Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
Penyelenggaraan pelatihan kerja;

Penyelengaraan kursus seni budaya;

Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

1)
2)
3)

Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan

dalam musyawarah Desa.
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b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

1)
2)
3)

Pengelolaan terminal Desa;

Pengelolaan tambatan perahu; dan

Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:

1)
2)
3)
4)
o)

Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

1)
2)
3)
4)
9)

Sistem informasi Desa;

Koran Desa;

Website Desa;

Radio komunitas; dan

Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan

dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan

prasarana ekonomi

a. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan

dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa

satu produk unggulan, antara lain:

1)
2)
3)
4)
9)
6)
7)
8)
9)

Pembibitan tanaman pangan;
Pembibitan tanaman keras;
Pengadaan pupuk;

Pembenihan ikan air tawar;
Pengelolaan usaha hutan desa;
Pengelolaan usaha hutan sosial;
Pengadaan bibit/induk ternak;
Inseminasi buatan;

Pengadaan pakan ternak; dan
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10) Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu

Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Tepung tapioka;

2) Kerupuk;

3) Keripik jamur;

4) Keripik jagung;

5) Ikan asin;

6) Abon sapi;
7) Susu sapi;
8) Kopi;

9) Coklat;

10) Karet; dan

11) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada

kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Meubelair kayu dan rotan,

2) Alat-alat rumah tangga,

3) Pakaian jadi/konveksi

4) Kerajinan tangan;

5) Kain tenun;

6) Kain batik;

7) Bengkel kendaraan bermotor;

8) Pedagang di pasar;

9) Pedagang pengepul; dan

10) Pengelolaan jasa dan industr kecil lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama, antara lain:

1) Pendirian bumdesa dan/atau bumdesa Bersama,;

2) Penyertaan modal bumdesa dan/atau bumdesa Bersama; dan
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3) Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau bumdesa
Bersama.

. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,

antara lain:

1) Pengelolaan hutan Desa;

2) Industri air minum;

3) Industri pariwisata desa;

4) Industri pengolahan ikan; dan

5) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah
Desa.

Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara

lain:

1) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

2) Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

3) Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

4) Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa

satu produk unggulan, antara lain:

1) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

2) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
usaha ekonomi masyarakat; dan

3) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu

Desa satu produk unggulan, antara lain:

1) Sosialisasi TTG;

2) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar

Desa
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3) Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan
sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi
dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;

4) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha

ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu

produk unggulan, antara lain:

1) Penyediaan informasi harga/pasar;

2) Pameran hasil usaha bum desa, usaha ekonomi masyarakat
dan/atau koperasi;

3) Kerjasama perdagangan antar desa;

4) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

S) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi

bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

a.
b.

Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
alam;

Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
dan

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

S. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a.

o

Mmoo oo o

Pembibitan pohon langka;

Reboisasi;

Rehabilitasi lahan gambut;

Pembersihan daerah aliran sunga;

Pemeliharaan hutan bakau;

Perlindungan terumbu karang; dan

Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa

yang demokratis melalui :
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. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,

antara lain:

1) Pengembangan sistem informasi Desa;

2) Pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan

3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan

sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

1) Penyusunan arah pengembangan Desa;

2) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa
yang berkelanjutan; dan

3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

1) Pendataan potensi dan aset Desa;

2) Penyusunan profil Desa/data Desa;

3) Penyusunan peta aset Desa; dan

4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,

dan kelompok marginal, antara lain:

1) Sosialisasi penggunaan dana Desa;

2) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

3) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal;

4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,

antara lain:

1) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa

berbasis data digital;
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2) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka
untuk publik;

3) Pengembangan sistem informasi Desa; dan

4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga

adat, antara lain:

1) Pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau
lembaga adat;

2) Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau
lembaga adat; dan

3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

1) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-
hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

2) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan,

antara lain:

1) Pelatihan kepemimpinan;

2) Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;

3) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber

daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung

Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu

produk unggulan, antara lain:

1) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri
kecil dan perdagangan

2) Pelatihan teknologi tepat guna;

3) Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;

4) Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa, antara

lain:
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a) Warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;

b) Tenaga kerja usia produktif;

c) Kelompok usaha ekonomi produktif;

d) Kelompok perempuan;

e) Kelompok pemuda;

f) Kelompok tani;

g) Kelompok nelayan,;

h) Kelompok pengrajin; dan

1)) Warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai
kondisi Desa.

Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan

dan penguatan kebijakan satu desa satu produk unggulan yang

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang

diputuskan dalam musyawarah desa.

Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara

partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

1

W N

)
)
)
)

D

S)

6)

Pemantauan berbasis komunitas;

Audit berbasis komunitas;

Pengembangan unit pengaduan di Desa;

Pengembangan bantuan hukum dan paralegal wuntuk
penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk
pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan
Desa; dan

Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
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